SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUEBERNUR PROVINSI DAERAH KHUBUS
IBURKOTA JAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG

FASILITAS PEMBIAYAAN PERGLEHAN RUMAH BAGI MASYARARAT
BERFENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang @ &, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permuloman,
penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan oantuk
memenuhi kebutuhan rumah sebagal salah satu kebutuhan
dasar manusia yang dilaksanakan salah satunya oleh
Pemerintah Daerah;

b, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar lemmpat
berupa rumah sebagaimana dimaksud dalam hurul a yang
layak huni dan terjangkau khususnva bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, diperlukan kebijakan berupa
pemberian fasilitas pembiayaan oleh Pemerintah Daerah;

%}

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rume
Bagi Masyarekat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomaor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai [bukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

a3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 lentang Rumah
Susun;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomer € Tahun 2015;




Menetapkan

5. Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolagn Keuangan Daerah;

0. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 (lentang
Penvelenggaraan Perumahan dan Kawaszsan Permukiman;

S

Peraluran Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 lenlang
Pembangunan Perumahan  Masyvarakat  Berpenghasilan
Rendats:

&, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
rentang Pedoman Penpelolaan Keuangan Daerah scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Dacrah Nomor 1 Tabun 2018 tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUER TENTANG FASILITAS PEMBIAYAAN
PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH,

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

|. Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masvarakat
Berpenghasilan Rendah adalah dukungan fasilitas pembiayvaan
perolchan mumah bagi masvarakal berpenghasilan rendah
vang pengelelaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Pemerintah Pusat vang selanjutnya  disebul Pemerintah
adalaby kementerian/lembaga pemerintalh non kementerian
yang bertanggungjawab terhadap penvediaan rumah  bagl
MBR.

3

3. Menteri adalah menteri yang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,

&5
.

[Taerah adalah Provins: Dacralb Khusus lbukota Jakarta,

i
h

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sehagal unsur penvelengeara Pemerintahan Daerah.

&, Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Tbukota Jakarta.
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. Bank Pelaksana adalah bank vang ditunjuk oleh Gubernur
untuk melaksanskan Fasilitas Pembiavaan Perolehan Rumah
Bagi Masyarakal Berpenghasilan Rendah.

#, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
seoara lonvensional dap/atau berdasarkan prinsip syariah
vang dalam kegiatannva memberikan jasa dalam lalulintas
pembayararn,

% Bank Umumn Syanah yang selanjutnva disingkat BUS adaiah
bank syariah vang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalulintas pembayaran.

10, Umit Usaha Svariah yang selanjutnyva disingkat UUS adalah
unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional vang
nerfungs! sebapai kantor induk dari kantor atau unit yvang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
atau unit kerja di kantor cabang dar suam Bank vang
berkedudukan di luar negeri vang melaksanakan kepiatan
usaha secara konvensional yang berfungsi sehagai kantor
induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit
usaha syariah.

11. Matjin adalah nilal keuntungan [ribhun) vang disepakati
antara bank dan nasabah atas transaksi pembiavaan dengan
akad jual beli {murabahah/istishna’) dan bersifat tetap (fixed)
selama masd pembiayaan.

12, Musyarakat Berpenghasilan Rendah  yang  selanjutnya
disingkat MBR  adalah  masvarakat vang mempunyai
keterbatasan daya beli schingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untulk memperoleh rumah,

15, Pelaku Pembangunan Rumah yvang selanjutnya disebur Pelaku
Pembangunan adalah setiap orang dan/fatau badan hukum
yvang melakukan pembangunan perumahan dan permukinman.

14, Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerah
Khusus bukota Jalarta.

15, Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Dacrah,

16y, Penerima Manfast adalah MBR yang disctujui dan ditetapkan
sebagal  pemanfaat dana  fasilitas  pembiayaan  perolehan

Firmnan.
BABR II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pagnal 2
Peraturan  Gubernur  ini dimaksudkan  sebagai  pedoman

pelaksanaan Fasilitas Pemnbiayaan Perolehan Rumah bagi MBR.
Pagal 3
Peraturan Gubernur inj bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum dalam  pelaksanaan  Fasilitas Pembiayvaan Perolehan
Humah bagi MBR.
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HALE 11
FASILITAS PEMBIAYAAN
Feasal 4+

Fasilitas Pembiavaan Perolehan Rumah bagi MBR sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk ¢

a.  kredit/ Pembiayaan Uang Muka Pemilikan Rumah; atau
b, kredit/Pembiayvaan Pemilikan Bumah.

Fasilitas Pembiayaan Perolchan Rumah bagi MBR sebagaimann
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Manlaat
melaiul kerja sama daerah dengan Bank Pelaksana dalam
bentule pembiayaan bersama alau bantuan penyahuran.

Dana untuk Fasilitas Pembiayaan Perolchon Rumah sebagaimana
dimaksud ayat (1) hersumber dari :

4. Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah  (APBD);
dan/atau

. Dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

dana Faslitas Pembiayaan Perolehan Rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapar diberikan bersamsan dengan
pemberian fasilitas pembiavaan, subsidi, kemudahan dan/
Atay bantuan lainnys dari Pemerin tah untuk perolehan
rameah

Fasilitas Pembiavaan Perolchan Bumah l:-agl MHBE sebagaimana
dimaksud pada avat (1) merupakan pinjaman yang wajib
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu
paling lama 20 [dua puluh) tabun,

Pasal o

Kredit/ Pembayaan Uang Muka Penulikan Rumah sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 4 ayat (1] huruf a merupakan fasilitas
pinjaman tang muka dalam rangka kredit pemilikan rumah.

kredit/ Pembiayvaan Uang Muka Pemilikan Rumah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diberikan paling besar 20% (dua
puluh per seratus) dari mlai atau harga jual rumah.

Dalam pemberian Kredit/ Pembiayaan Uang Muka Pemilikan
Rumah sehagaimana dimaksud pada avat (2), Suku bunga/
marjin Kredit/Pembiaysan Uang Muka Pemilikan Rumah
ditetapkan paling tinggl sebesar 2.5 % (dua koma lima per
seratus) per tahun sudah termasuk premi asuransi jiwa,
asuransi kebakaran dan asuransi kredir,

Paszal B

Kredit/ Pembiavaan Pemilikan Rumah scbagaimana dimaksud
dalam  Pasal 4 ayat (1) hurul b merupakan fasilitas
nembiavaan untulk memb: avail Kredit Pemilikan Rumah.

Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 100% (scratus per
seratus) dan nilad atan harga jual rumah
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(3] Dalam pemberian  Kredit/Pembiavaan Pemilikan Rumah
schagaimana dimaksud pada ayat (2), Suku bunga/marjin
Kredit/ Pemmbiavaan Pemilikan Rumah di elapkan paling tinggi
schesar o % (lma per seralus) per tahun sudab termasuk
promi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuranst kredit,

(41 hredit/Pembiayvaan Pemilikan Rumah sebagaimana dimaksud
pada  ayal (1] diberikan setelah  selurah  alokasi dana
Kredil/ Pembiayaan Uang Muka Pemilikan Rumal: terpenuhi,

BAB v
PENERIMA MANFAAT
Pasal ¥
Penerima Manfaat  Fasilitas Pembiavaan Perolehan Rumah
merupakan MBR dengan balasan penghasilan sebagaimana
ditetapkan  olech  Gubermnur  sesual kefentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 8

Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikun ;

g, memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Daerah
dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;

Ir. Lelah tinggal di Dacrah paling sedikit 5 (lima) tahun pada sast
pengajuan permohonan pembiayaarn;

c. belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan st
keteranpan vang diketahui oleh lurah setempat:

d. beclum pernah menerima subsidi pemilikan Tamah  dart
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

o, surat Nikah atau Akla Nikah vang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang bagl vang menikah;

[, memiliki Nomor Pokolc Wajib Pajak [NPWP): dan
g, memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesual peraturan
perundang-undangan:
BAB W
KRITERIA RUMAH LAYAK HUNI
Pasal 9

(1} Pembiayaan Perolehan Rumah diberikan unmik rumah vang
tavak huni.

(2] Rumah layak bhuni sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus memenuhi kriteria antara lain ;

#. riunah yang disediakan oleh Pelaku Pembangunan vang
terdaftar pada Perangkat Dacrah vang menyelengsaralan
urusan pemerintahan bidang perumahan:
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b bBatasan luas paling rendah, persyvaratan kesclamatan

bangunan, keschatan  penghum  danm harga  rumah
sebagaimana ditetapkan Menteri atau  instansi yvang
menyelenggaralkan wrusan pemerintahan di bidang

perumaban; dads
¢ lelah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi [SLF) yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
BAE VI
PERMOHONAN

Pasal 10

(1] Permohonan Fasihitas Pembiavaan Perclehan Rumah diajukan

2]

oleh Calen Penerima Manfaat kepada Kepala Perangkar
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumaban  melalul  sistem yvang  ditetapkan  Pemernlah
Draerah.

Calon Penerima Manfaat mengajukan permohonan Fasilitas
Pembiayaan Perolehan Rumah dengan menyertakan dokumen
sebagaimana fercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini.

Penerima Manfaat wajib bertangpung jawab atas kebenaran
dokumen dan nformasi vang disampaikan dalam rangks
perolehan fasthitas pembiayaan perolehan pemilikan rumah.

BaB VIl
BANK PELAKSANA

Pasal 11

Pergyaratan Bank Umum, BUS, dan UUS untuk menjadi Bank
Pelaksana adalah sebapga: berikut :

.

memiliki milal keschalan bank  paling  rendah Penngloat
Kempaosit Tiga (PE-3) sesuai peraluran perundang-undangan;

memilila  pengalaman dalam penerbitan kredit/ pembiayaan
pemilikan rumah (KPR) paling sedikit 2 {dua) tabun;

memiliki infrastrukour dalam rangks pengelolaan  kredit/
pembiayaan KPR paling kurang :

L. memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/ pembiayaan
pemilikan mimah:

2, memiliki personil pengelola kredit) pembiayvaan pemilikan
rumakg

. memilika telenologi informas: pengelolaan kredit/ pembiavasn
pemilikan mimah; dan

4. memiliki kebijakan kredit/ pembiavaan pemilikan rumah.
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{1}

{3}

)

T

(1}

(1]

memiliki  jaringan  pelavanan  vang memadai di tingkat
PrOVInS:;

memiliki rencana penerbilan KPR untule tahun berjalan; dan

bersedia mengintegerasikan sistem informasi kredit/ pembiavaan
dengan Pemerintah Daerah,

tasal 12
Bank umum, BUS, dan UUS mengajuksn permohonan
menjaci Bank Pelaksana Kepada Gubernur dan sangoup
mengikut ketentuan peratiran perundang-undangan.
Berdasarkan permohonan  yang  diajukan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim untuk
melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan dan kelayakan

poertnohonan sebagal Bank Pelaksana.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat
[2), Gubernur menunjuk Bank Pelaksana.

Bank Pelaksana melakukan perjanjian kerja sama dengan
unit yang ditunjuk untuk mengelola Fasilitas Pembiayaan
Perolehan Rumah,
Tim sebagaimana dimaksud pada avat [2) diletapkan dengan
Keputusan Gubernur,

BAB VI

VIEERTFTICAS]

Pasal 13
Berdasarkan pengojuan permohonan  Fasilitas Pembiayaan
Perolehan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat {2}, Pemerintah Daerah dan Bank Pelalksana melafoulan

vieriltkasi bersama kelavakan pembiayaan untuk pemohon,

Verifikasi scbagaimana dimaksud pada avar (1) memeanlaatkan
data vanp ada pada Pemerintah Dacrah, antara lain

4. data kependudukan;
b. data bantuan sosial;
€. data perpajakan; dan
d. data sosial ekonomi lainnyva vang terkait.
Bank Pelaksana melakukan verifikasi dan analisis kelavakan
pomberian kredit/pembiayaan  sesuai  dengan ketentuan
peraluran perundang undangan.
Pasal 14
Hasil wverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

digimakan Gubernur sebuagal  dasar penetapan  Daftar
Nominabf Penerima Manfaart,



(4] Penyvusunan Daltar Nominall sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) mempertimbangkan kebutuhan akan hunian dan
kelayalan keuangan,

(3} Tata cara penyusunan Daltar Nommatif sebagaimana dimalesad
pada ayvat [EE ditetapkan oleh  Perangkar Dacrah  yan
menvelenggarakan urusan pemerintaban bidang perumahan,
Unit Kerja pada Perangkal Dasrah yang menyelenggarakan
urusan pemerintashan bidang perumahan;

(4} Malam hal terdapal indikasi ketidaktepatan sasaran pada
Draftar  Nominatii Penerima  Manlaat, masvarakat dapat
memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX
FPERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN
Pasal 15

(1] Bank Pelaksana dan MBR vang termasuk dalam Daftar
Penerima Manfaal melakukan penandatanganan perjanjian
kredit/pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Perolechan Rumah
sealal dengan kelentuarn.

|4} Perjanjian Kredil/ Pemnbiavaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan
Fumah sebagsirmnana dimaksud pada avat (1) disusun sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib
menyebutkan bahwa kredil/pembiavaan bersumber dari dana
Pemerintah [Daerah,

BAR X
PEMANFAATAN
Pasal 16

(1} Penerima  manfaat  hanva dapat menyewakan dan/atan
mengalihlcan kepemilikan rumah kepada phak lain dalam hal |

a. FIE‘I.’EEI]'iH.‘-'.IJ'I.:

b penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 20 (dua
puluh) tahun; artau

]
1

pindal tempat tinggal.

(2) Penvewaan danfatau penpgalihan Kepemilikan dalam hal
schagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dan huraf ¢
harus dilakukan oleh MBR  dan  dilaksanakan melalui
Pemerintah  Daerah sesual dengan  ketentuan  peratiran
perundanp-undangan.

BAB XI
PEMBAYARAN
Pasal 17
Poenerima  Manfaat wajibh membayar kembali Dana  Fasilitas
Pembiayaan Perolehan Rumah kepada Pemerintah Dacrah melaluai
Bank Pelaksanu sesual dengan materl muatan vang tercantum

dalam perjanjian kredit) pembiavaan antara Bank Pelaksana dan
Penerima Manfaal.



BAR X1
PELUNASAN DMPERCEPAT
Paszal 18
Dadoam hal kredit/ pembiayaan perclehan rumah diakhirt lebih
cepat dar pada jangka wakhy vang ditetapkan, Bank Pelaksanan
wajlbh melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
BAR XIII
PENGAWASAN DAN EVALIJAS]
Pasal 19

(1) Pengawasan dan evaluasi dilakuksn dalam ranglka memastikan
tercapainya tujuan penvaluran Fasilitas Pembioyvaan Perolehan
Humah Bagi MBR,

<) Pengawasan dan evaluast scbognimana dimaksad pada aval (1)
dilakukan dengan melibatlkan unsur perangkat daerah/unit
Herja terkatl dan/ataw instansi terkait lainnva.

[3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] dilaporkan kepada Gubernur melahid Sekretuaris
Daerah dengan lembusan Inspektur.

BAE XIV
SANKSI
Pasal 20

{1] Penerima manlaat vang melalculean wanprestasi alas perjanjian

keredit, dan/atan melanggar ketentuan terkait pembiayaan

perolehan pemilikan rmaumah dikenakan sanksi administrarif,

(2} Pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran scbagaimana
dimalksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanlsi administratif,

(2] Sanksi administratit sebagaimans dimaksud pada ayart (1)
berupa :

A, denda;
b teguran teriulis;

. penghentian  fasilitas  pembiayvaan  perolchan  rumah;
dan S atay

d. pengalihan  kepemilikan yang akan ditentukan oleh
Pemerintah Daerah.
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(4) Terhadap Penerima Manfaat yang terbukt  memberikan
keteranpan vang tidak benar danjatau melakukan tindakan
melawan hukum yang merugikan kcuangan ncgara dapat
dikenakan sanksi pidana sesual ketentuan perundang-undangan,

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Tata cara pengelolaan Dana Fasilitas Pembiavaan Perolehan

Rumah yang bersumber darnl Angegaran Pendapatan dan Belanja

Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BABWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71035

PROVINS)

alinan sesuai dengan aslinya
: C}}T&Kiﬁﬁ EKRETARIAT DAERAH
HER&H:[{}{E; S [BUKOTA JAKARTA,

oy A YUHANAR

NIP 19650824 1994032003



Lampiran ; Peraturan Gubernur Provinsi Dacrah Khusus
Ibukola Jukarta

Momor 104 TaHON 2018
Tanggal 11 Okcober 2018

Hal : Permohonan Fasililas Peminavaan Kepada
Peralehan Rumah Bagl MBR
Yih, Gubernur Provinsi DKL Jakarta
melalul Kepata o

cli
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah mi ¢
1. Nama

Tempeal ftel lahir

Pekerjaan

N, KTP/NIK

Nao. NPWP

Alamat

selaku pemuhon,
2. Nama

Tempat/tzl lahir

Pekerjaan

Mo, KTP/NIK

Alamat

solaloy suamifistri” permohon.
Memohon untule dapar diberikan Fasilitas Pembiavaan Perolehan Rumah bagi
MBE. Untuk mendukung permohonan lersebut, saya menyatakan dengan
sesungsuhnya babwa ¢

1. SBaya (pemohon) memiliki gaji/ upah pokek/penghasilan bersih/upah rata-rata
per bulan sebesar Bp. i, :

2. Baya dan (istri/suami’) belum pernah menerima subsidi kepemilikan rumah,

[

Sayd dan (stri/suami’) akan menggunakan rumah sebagal tempat tinggal
sava dan keluarga serelah serah lerima sarusun.

1

- daya akan mematuhi ketentuan mengenal pengalihan kepemilikan rumah
sebagaimana diatur oleh Pemeriniah Provinsi DK Jalkarta,

3. Sayva dkan melengkapi seluruh persyaratan dan dokumen administrasi vang
dibutuhlkan dalam rangka perolehan Fasilitas Pembiavaan Perolehan Rumah
bagi MBR.



Demikian surat pernyataan ini saya bual dengan sebenamya tanpa paksaan dari
pihak manapun untuk diperpunakan sebagai bagian dari  pertimbangan
permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolechan Rumah bagi MBR. Apabila di
kemudian harn pernyataan sava ini tidak benar, saya siap menanggung seluruh
resiko dan  tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana termasuk

pengembalian Fasilitas Pembiayasn Perolechan Rumah bagi MBR  yang sava
terima.

Menvetujui, Yang Membuat Penyataan,
Materai
(Nama Suami/Istri?) (Nama Pemaohon)

GUEBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

8 s|

ANIES BASWEDAN



